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ABSTRAK 
 
 Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (Bibliographic Research) 

untuk menjawab pertanyaan: Apa latar belakang pembentukan Komisi Kepolisian 
Nasional? Bagaimana kedudukan dan fungsi Komisi Kepolisian Nasional dalam UU 
No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI Jo Peraturan Presiden No. 17 
Tahun 2005? serta bagaimanakah analisis Fiqh Siya>sah terhadap kedudukan dan 
fungsinya?  

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode kontent analisis. 
Menghimpun dan mendeskripsikan data yang berupa Undang-undang, buku dan 
literatur yang representatif  dan relevan dengan obyek yang dibahas yaitu mengenai 
latar belakang, kedudukan dan fungsinya dalam mengawasi kinerja Kepolisian 
Republik Indonesia dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
Negara RI Jo Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005, kemudian dilakukan analisis 
deduktif terhadap kedudukan dan fungsinya dalam mengawasi kinerja Kepolisian 
Negara RI tinjauan Fiqh Siya>sah. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdirinya Komisi Kepolisian 
Nasional dilatar belakangi oleh adanya tuntutan masyarakat untuk mewujudkan 
pemerintahan yang baik (Good Governance), serta untuk meningkatkan pemberian 
perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat dari aparatur negara khususnya 
POLRI yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya.  

Kedudukan Komisi Kepolisian Nasional menurut UU No. 2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisian Republik Indonesia Jo Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 
adalah merupakan komisi eksekutif yang mana berada dalam wilayah kekuasaan 
Presiden yang berfungsi membantu Presiden dalam melakukan pengawasan terhadap 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta menerima saran dan keluhan dari 
masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. 

Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 104 secara implisit mengamanatkan adanya 
lembaga pengawasan untuk menjalankan tugas al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-
munkar, hal ini menjadi kewajiban pemimpin untuk membentuk suatu lembaga 
untuk melaksanakan tugas tersebut. Sehingga dibentuknya Komisi Kepolisian 
Nasional sebagai komisi negara eksekutif yang berfungsi membantu Presiden dalam 
melakukan pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 
sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengawasan dalam Fiqh 
Siya>sah. Yaitu  prinsip al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munkar untuk 
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan untuk memperkecil terjadinya 
pelanggaran hak asasi manusia, seperti fungsi yang dimiliki oleh  wila>yah al-h}isbah 
dalam ketatanegaraan Islam. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada pemerintah 
untuk mencantumkan pengaturan Komisi Kepolisian Nasional dalam Undang-
undang Republik Indonesia agar memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak 
mudah dibubarkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Penyelanggaraan pemerintahan yang baik merupakan cita-cita setiap 

negara ataupun masyarakat, dalam artian terbebas dari penyimpangan-

penyimpangan yang dapat merugikan negara ataupun masyarakat. Dalam hal ini 

sangat dipengaruhi oleh sikap dan keinginan para pemegang kekuasaan atau 

lembaga pemerintahan atau alat perlengkapan negara. 

Dalam tradisi negara demokrasi, telah dikenal tiga pilar pemegang 

mandat kekuasaan negara, yaitu kekuasaan pemerintahan (eksekutif), kekuasaan 

perundangan (legislatif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Meski dalam 

implementasinya di berbagai negara dapat ditemukan berbagai fariasi dan 

bentuknya, ada yang menggunakan pola pemisahan kekuasaan (separation of 

power), ada yang menggunakan pembagian kekuasaan (deviation of power), 

selain itu ada yang menggunakan pola convergence (campuran). Dari berbagai 

fariasi dan pola tersebut untuk menjalankan kekuasaan negara, ternyata tidak 

ditemukan pola yang paling unggul. Realitas tersebut menandakan bahwa dalam 

penyelenggaraan negara tidak semata-mata ditentukan oleh tiga pilar kekuasaan 
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besar itu, tetapi lebih dipengaruhi oleh budaya politik dan budaya demokrasi dari 

negara yang bersangkutan.1 

Dalam perkembangan negara demokrasi sekarang, diberbagai belahan 

dunia dapat ditemukan perkembangan menarik mengingat pilar kekuasaan 

negara ternyata tidak hanya bertumpu pada konsep “trias politica” saja sebagai 

“state primery institution” (kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif), tetapi 

ada keperluan untuk menyelenggarakan kekuasaan lainya yaitu kekuasaan bidang 

perbantuan (state auxiliary institution) yang bersifat konsultatif, pertimbangan 

atau kepenasehatan (“konsultative power”) dan pengawasan (“examinative 

power”).2 

Dalam teori “catur praja” memunculkan adanya pembagian kekuasaan di 

dalam menjalankan pemerintahan atau negara, dan menempatkan kekuasaan 

polisi (kepolisian) dalam suatu kekuasaan tersendiri diluar kekuasaan eksekutif. 

Munculnya konsep ini, karena tugas dan tujuan pemerintah atau negara tidak lagi 

membuat dan mempertahankan hukum dan tidak hanya melaksanakan undang-

undang atau merealisir kehendak negara, akan tetapi menjadi lebih luas, yaitu 

untuk menyelenggarakan kepentingan umum, artinya suatu negara dijalankan 

oleh alat pemerintahan (bestuur orgaan) yang meliputi badan pemerintah yang 

diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak atas nama negara atau 

                                                 
1 Z ulkarnain dkk, Komisi Pengawas Penegak Hukum, h. 1-2   
2 Sadjijono, Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance), h. 89 
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pemerintah, dan badan pemerintahan sebagai satu kesatuan hukum yang 

dilengkapi kewenangan untuk memaksa.3 

Reformasi di bidang hukum yang terjadi sejak tahun 1998 telah 

dilembagakan melalui pranata perubahan UUD 1945. Semangat perubahan UUD 

1945 adalah mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih 

demokratis. Perubahan UUD 1945 sejak reformasi telah dilakukan sebanyak 

empat kali.  

Hasil perubahan UUD 1945 melahirkan bangunan kelembagaan negara 

yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol (cheks 

and balances), mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan 

melindungi hak asasi manusia. Kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah 

prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara hukum.4  

Pasca amandemen UUD 1945 menyebabkan berubahnya sistem 

ketatanegaraan yang berlaku meliputi jenis dan jumlah lembaga negara, sistem 

pemerintahan, sistem peradilan dan sistem perwakilannya. Sejalan dengan itu, 

muncul lembaga-lembaga dalam bentuk komisi, untuk menjawab tuntutan 

masyarakat. Pembentukan lembaga-lembaga yang berbentuk komisi ini sangat 

pesat perkembangannya sepanjang reformasi. 

                                                 
3 Ibid 
4 Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 

1945, h.1 
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Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 dengan jelas 

membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan 

DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung (MA), Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga-

lembaga negara yang utama (mains state organs).5 

 Adapun selain itu, seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara 

Nasional Indonesia, Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, Dewan 

Pertimbangan Presiden, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), 

Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU), dan sebagainya adalah sebagai 

lembaga negara bantu (state auxiliary bodies).6 

Beranjak dari konsep pembagian kekuasaan di atas, lembaga Polisi 

sebagai fungsi maupun sebagai bagian dari lembaga dalam pemerintahan yang 

juga memiliki kekuasaan dapat dikaji eksistensinya dalam suatu pemerintahan 

negara, disamping lembaga-lembaga yang lain, yakni lembaga eksekutif, 

legislatif maupun yudisiil. 

Lembaga Polisi dalam konsepnya lahir dari adanya fungsi kepolisian yang 

telah ada dalam masyarakat, karena kepentingan dan kebutuhan untuk 

terpeliharanya dan terjaganya rasa aman, tenteram, keteraturan dan ketertiban 

dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, membahas Polisi sebagai fungsi 

                                                 
5 Ibid. h. 209 
6 Ibid. h. 211 
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maupun organ atau lembaga, tidak dapat dilepaskan dari konsep pemikiran 

tentang adanya perlindungan hukum bagi rakyat, karena dalam perspektif fungsi 

maupun lembaga polisi memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari 

segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa 

tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram.7 Sebagaimana dalam pasal 2 UU No. 

2 Tahun 2002 bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan 

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.8  

Dalam masyarakat yang sedang mengalami transisi, keberadaan polisi 

sangat diperlukan. Pada masyarakat demikian sering terjadi pergeseran nilai 

kehidupan yang mengimbas pada terjadinya penyimpangan perilaku sosial, 

misalnya kejahatan dengan segala bentuk dan karakternya. Karena itu 

keberadaan polisi sangat urgen untuk menjaga ketentraman, keamanan dan 

ketertiban “orde” masyarakat agar tidak rusak perilaku destruktif kaum penjahat. 

Meskipun begitu, tidak sedikit masyarakat yang memandang polisi 

dengan “sebelah mata”. Polisi dinilai sebuah ancaman bagi keselamatan 

masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari perilaku segelintir oknum polisi 

yang menyakitkan terhadap masyarakat, sehingga pada akhirnya menjadikan 

pandangan dan penilaian yang sinis oleh masyarakat secara sama rata 

                                                 
7 Sadjijono, Hukum Kepolisian, h.90-91 
8 Pasal 2 UU RI  No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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bahwasanya perilaku Polisi semuanya kurang baik.9 Masyarakat kerap 

dikecewakan oleh rendahnya pelayanan/ kinerja, perilaku yang menyimpang, dan 

penyalah gunaan wewenang oleh aparat kepolisian, dan ironisnya masyarakat 

kesulitan untuk menyampaikan keluhan dan kekecewaan tersebut kepada pihak 

yang berwenang dan berkompeten.10 Contoh sederhana, adanya tindak kekerasan 

yang dilakukan oleh polisi kepada masyarakat, polisi yang main pukul, dan 

bahkan tidak jarang melanggar hukum.  

Melihat kondisi kepolisian yang seperti ini, maka perlu dibentuk suatu 

lembaga pengawasan. Hal ini diatur dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 37 mengenai adanya  Lembaga 

Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional 

(kompolnas).11 Pembentukan lembaga baru itu dimaksudkan agar dalam 

pembuatan kebijakan di bidang kepolisian memperoleh masukan dari unsur 

masyarakat, serta dapat dapat mengubah wajah kepolisian kita, yakni dapat 

mengembalikan citra polisi yang masih jelek menjadi polisi yang baik.12 

Komisi Kepolisian Nasional (kompolnas) merupakan lembaga baru di 

internal POLRI yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden dan bertugas memberikan saran kepada Presiden tentang arah 

kebijaksanaan kepolisian dan memberikan pertimbangan dalam pengangkatan 

                                                 
9 Zulkarnain dkk, Komisi Pengawas, h.108 
10 www.endradharmalaksana.com. 14 Nopember 2009 
11 UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
12 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme Polri dan Reformasi Polri), h. 118.  
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dan pemberhentian KaPOLRI sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. 

VII/MPR/2000. Berkaitan dengan pembentukan lembaga baru tersebut juga 

diatur fungsi pengawasan fungsional oleh kompolnas terhadap kinerja POLRI 

sehingga kinerja POLRI dapat dievaluasi dan ditingkatkan.13 

Sementara dalam kependudukan negara Indonesia adalah mayoritas 

beragama Islam. Berkaitan dengan hal di atas, hal ini pula menjelaskan bahwa 

dalam sistem pemerintahan Islam, kewenangan peradilan (al-qada) terbagi dalam 

3 Wila>yah, yaitu Wila>yah al-Mazalim, Wila>yah al-Qada, dan Wila>yah al-H}isbah. 

Wila>yah al-Mazalim adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih 

tinggi dari pada kekuasaan hakim dan kekuasaan muhtasib. Lembaga ini 

memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. 

Lembaga ini memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh 

penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang-orang yang 

berkuasa.14 

Wila>yah al-H}isbah adalah suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam 

bidang amar ma’ruf nahi munkar. Tugas ini merupakan tugas fardlu yang harus 

dilaksanakan penguasa. Oleh karenanya, penguasa harus mengangkat orang-

orang yang dipandang cakap untuk tugas ini.15 

                                                 
13 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, h. 38 
14 Hasbi Asshiddiqie, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 92 
15 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, h. 57 
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Dasar pendirian lembaga ini adalah firman Allah dalam Surat Ali Imran 

ayat 104 yang menyatakan: 

 هُمُ وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنْكُمْ وَلْتَكُنْ
  )��� (الْمُفْلِحُونَ

 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (Surat Ali Imran: 
104).16 
  
Menurut al-Mawardi H}isbah adalah “memerintah berbuat kebaikan jika 

kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang kemunkaran jika ada tanda-

tanda bahwa kemunkaran itu dikerjakan”.17 Oleh karenanya, menurut teori al-

Mawardi, H}isbah merupakan salah satu bentuk pengawasan bila terjadi 

pelanggaran terhadap suatu peraturan. Orang yang menjalankan tugas itu disebut 

Muhtasib atau Wali H}isbah atau Nazir fi’l-H}isbah.18 

Dengan keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (kompolnas) yang 

semakin kuat landasanya yaitu UU RI No. 2 Tahun 2002, yang kemudian adanya 

Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2005. Penulis ingin meneliti lebih jauh 

kedudukan dan fungsinya dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia ditinjau menurut Fiqh Siya>sah, yaitu dan Wila>yah al-H}isbah 

dalam ketatanegaan Islam, yang mempunyai tugas mengawasi secara langsung 

                                                 
16 Depag RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, h. 79 
17 Imam Al Mawardi, Al-Ah}kam As-Sulthaniyyah, terjemahan Fadli Bahri, h. 398 
18 Nur Mufid, Lembaga-Lembaga Politik Islam Dalam Al-Ah}kam As-Sult}aniyah Karya Al-

Mawardi, h. 63 
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pelanggaran hukum. Untuk itu penulis memilih judul Kedudukan Dan Fungsi 

Komisi Kepolisian Nasional UU No 2/2002 Tentang Kepolisian Negara RI Jo 

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 17 Tahun 2005 Ditinjau Dari Fiqh 

Siya>sah. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Komisi Kepolisian Nasional Republik 

Indonesia? 

2. Bagaimana kedudukan dan fungsi Komisi Kepolisian Nasional dalam  UU 

No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI Jo Peraturan   Presiden 

Republik Indonesia No. 17 Tahun 2005? 

3. Bagaimanakah Pandangan Fiqh Siya>sah terhadap kedudukan dan fungsi 

Komisi Kepolisian Nasional dalam  UU No. 2 Tahun 2002   tentang 

Kepolisian Negara RI Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 

Tahun 2005? 

 

C. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti melalui penelitian 

kepustakaan (bibliographic research). Dalam kajian pustaka ini, penulis belum 

menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas mengenai 
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tinjauan UU RI No. 2 Tahun 2002   Tentang Kepolisian Negara RI Jo Peraturan 

Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2005. 

Kajian tentang Komisi Kepolisian Nasional sebenarnya sudah pernah 

dibahas oleh Pudi Rahardi dalam bukunya yaitu Hukum Kepolisian 

Profesionalisme dan Reformasi Polri, yang diterbitkan oleh laksbang mediatama, 

buku ini membahas pentingnya profesional polri serta proses reformasi polri 

hingga terbentuknya Komisi Kepolisian Nasional.19 

Kedua adalah buku yang disusun oleh Sadjijono yang berjudul Hukum 

Kepolisian (Polri dan Good Governance), yang diterbitkan oleh laksbang 

mediatama, buku ini membahas fungsi kepolisian dalam penyelengaraan 

pemerintahan yang baik serta kedudukan dan fungsi Komisi Kepolisian 

Nasional.20 

Ketiga buku yang disusun oleh Zulkarnain dan kawan-kawan yang 

berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum, yang diterbitkan oleh yappika, buku 

ini membahas kinerja komisi-komisi penegak hukum di Indonesia dalam 

mengontrol perilaku pihak-pihak yang diawasi.21 

Penelitian ini merupakan penelitian yang baru karena penulis belum 

menemukan pembahasan yang meninjau Kedudukan dan Fungsi Komisi 

                                                 
19 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri) 
20 Sadjijono, Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance) 
21 Z ulkarnain dkk, Komisi Pengawas Penegak Hukum 
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Kepolisian Nasional ditinjau dari fiqh Siya>sah baik oleh Pudi Rahardi, Sadjijono, 

maupun Zulkarnain dan kawan-kawan.  

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Komisi Kepolisian Nasional 

Republik Indonesia. 

2. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Komisi Kepolisian Nasional dalam  

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Jo Peraturan   Presiden 

Republik Indonesia No. 17 Tahun 2005. 

3. Untuk mengetahui pandangan fiqh Siya>sah terhadap kedudukan dan fungsi 

Komisi Kepolisian Nasional dalam  UU No. 2 Tahun 2002   tentang 

Kepolisian Negara RI Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 

Tahun 2005. 

 

E.  Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik kepentingan teoritis maupun 

praktis. 

Secara Teoritis: Penelitian ini dapat berguna untuk menambah 

pengetahuan serta memperkaya khazanah keilmuan politik yang berhubungan 

dengan pemikiran politik Islam. Di samping itu diharapkan juga dapat berguna 

sebagai acuan kajian ilmiah atau sebagai hipotesis bagi penelitian selanjutnya. 
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Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

pengetahuan masyarakat, untuk kemudian dijadikan pedoman pertimbangan 

masyarakat terutama orang muslim di Indonesia tentang fungsi dan kedudukan 

Komisi Kepolisian Nasional (kompolnas) ditinjau dari fiqh Siya>sah. 

 

F.   Definisi Operasional 

Untuk memahami judul penelitian ini, sehingga tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung maka peneliti 

menguraikan tentang  definisi operasional sebagai berikut: 

1. Fiqih Siya>sah     : Merupakan salah satu aspek  hukum  Islam   

yang membicarakan pengaturan dan 

pengurusan kehidupan manusia dalam 

bernegara demi mencapai kemaslahatan 

bagi manusia  itu sendiri.22 Yakni lembaga 

pengawasan dalam ketatanegaraan islam 

(Wila>yah al-H}isbah) 

2. Komisi Kepolisian Nasional :  Merupakan  komisi  negara  yang  berfungsi  

membantu Presiden dalam menetapkan arah 

kebijakan Kepolisian Negara Republik 

                                                 
22 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 4 
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Indonesia.23 Dan menerima saran dan 

keluhan dari masyarakat mengenai kinerja 

kepolisian dan menyampaikanya kepada 

presiden.24 

3. Kedudukan : Posisi suatu lembaga negara yang didasar-  

  kan  pada fungsi utamanya.25 

4. Fungsi      : Tugas dan wewenang dari lambaga negara26 

 

G.   Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasi 

segala data yang terkait, diantaranya: 

1. Data yang Dikumpulkan 

Dalam penelitian ini data yang dihimpun adalah: 

a. Data tentang latar belakang  terbentuknya Komisi Kepolisian Nasional 

(kompolnas). 

b. Data yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Komisi Kepolisian 

Nasional (kompolnas) 

                                                 
23 Pasal 38 ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
24 Ibit ayat 2 
25 Philiphus M. Hadjon, Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, h. x 
26 Ibid , h. x 
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c. Data yang berkaitan dengan ketentuan Wila>yah al- H}isbah tentang 

kedudukan dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan dalam 

ketatanegaraan Islam. 

2. Sumber Data 

 Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dihimpun dari 

sumbernya yaitu: 

a. Data Primer yaitu: 

1. Al-Quran dan Hadits 

2. UUD Tahun 1945 Pasca Amandemen 

3. UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Komisi 

Kepolisian Nasional 

b. Data Sekunder yaitu data yang mendukung dari pada sumber primer yang 

berupa buku, artikel maupun informasi berkaitan dengan masalah yang 

dibahas: 

1. Hasbi Asshiddiqie, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 1997 

2. Ibnu Taimiyah, Siya>sah Syar’iyah, Terjemahan Rofi’ Munawwar, 

Surabaya: Risalah Gusti, 1999 
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3. Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, terjemahan Fadli 

Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2007 

4. Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah Kontekstualisasi Doktrin Politik 

Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 

5. Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme Reformasi Polri), 

Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007. 

6. Qualita Ahsana Vol. 1 No. 2: Oktober, Nur Mufid, Lembaga-

Lembaga Politik Islam Dalam Al-Ahka As-Sultaniyyah Karya Al-

Mawardi, Surabaya: Puslit IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999 

7. Sadjijono, Hukum Kepolisian (Polri Dan Good Governance), 

Surabaya:  Laksbang Mediatama, 2008. 

8. Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia 

Pasca Amandemen, Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008 

9. Zulkarnain dkk., Komisi Pengawas Penegak Hukum, Jakarta, 

Yappika, 2007 

10. TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional 

Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

pustaka yaitu meneliti sumber-sumber pustaka yang ada kaitannya dengan 
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penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan metode antara lain: 

a. Reading, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang 

berkenaan dengan tema penelitian. 

b.  Writing, yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian. 

4. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu pemeriksaan data secara cermat dari kelengkapan referensi, 

arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan dan semua catatan data 

yang telah dihimpun . 

b. Pengorganisasian data dengan cara menyusun dengan sistematis sesuai 

dengan paparan yang sesuai dengan rencana sebelumnya dengan 

melakukan perumusan deskripsi. 

c. Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan cara 

menggunakan kaidah-kaidah dan dalil sehingga diperoleh suatu deskripsi 

terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. 

5. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode 

kontent analisis, yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan 

memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun 

fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang 

dapat dipahami dengan jelas.  
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Dalam menganalisis data tersebut pola pikir yang digunakan adalah  

pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif  yaitu data yang diperoleh yang 

bersifat umum yang dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih 

khusus dan konkrit. Dalam skripsi ini dimulai dengan mengemukakan Komisi 

Kepolisian Nasional (kompolnas) secara umum, kemudian memperhatikan 

permasalahan yang khusus tentang latar belakang, kedudukan dan fungsi 

Komisi Kepolisian Nasional (kompolnas) dalam mengawasi kinerja 

kepolisian kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut fiqh 

Siya>sah. 

 

H.   Sistematika Pembahasan 

  Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima Bab. Masing-masing 

Bab akan diuraikan dalam beberapa Sub Bab yang dimaksudkan untuk 

mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya. Pada akhirnya dapat 

dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. 

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 

Bab I : Bab ini adalah bagian pendahuluan yang membahas secara garis 

besar tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



 18

Bab II : Bab ini membahas tentang pengertian, latar belakang, tujuan, 

kedudukan, tugas  dan wewenang Wila>yah al-H}isbah sebagai 

lembaga pengawasan dalam ketatanegaraan Islam. 

Bab III : Bab ini membahas tentang latar belakang, kedudukan, fungsi dan 

struktur Komisi Kepolisian Nasional dalam UU No. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara RI Jo Peraturan Presiden No. 17 Tahun 

2005. 

Bab IV : Bab ini menjelaskan tentang tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap 

Kedudukan dan Fungsi Komisi Kepolisian Nasional melalui 

pendekatan analisis Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara RI Jo Peraturan Presiden  No. 17 Tahun 2005. 

Bab V : Bab ini Memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat 

sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian. serta 

saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini. 
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BAB II 

LEMBAGA PENGAWASAN DALAM KETATANEGARAAN ISLAM 

(WILA<YAH AL-H{ISBAH) 

 
 

A. Sekilas tentang Wila<yah al-H{isbah 
 

1. Pengertian Wila>yah al-H}isbah 
 

Wila>yah al-H}isbah terdiri dari dua kata, yaitu kata Wila>yah dan 

h}isbah, Secara etimologis berarti “melakukan suatu perbuatan baik dengan 

penuh perhitungan”. Dalam terminologi Islam, h}isbah berarti “lembaga 

peradilan Islam yang khusus menangani kasus moral dan berbagai bentuk 

maksiat yang tidak termasuk wewenang peradilan biasa dan peradilan 

madzalim” (peradilan yang khusus menangani tindak pidana penguasa).1 

Hasby Asshiddiqie dalam bukunya Peradilan dan Hukum Acara Islam 

menerangkan bahwa h}isbah merupakan tugas keagamaan, masuk ke dalam 

bidang al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar. Tugas ini merupakan 

suatu tugas fardlu yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Karenanya 

penguasa harus mengangkat untuk tugas ini orang-orang yang dipandang 

cakap.2 

Al-Mawardi mendefinisikan H}isbah dengan “memerintah berbuat 

kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang 

                                                 
1 Ensiklopedi Islam, Edisi Baru, h. 33 
2 Hasbi Asshiddiqie, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 96 
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kemungkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan”. 

Karena itu menurut teori al-Mawardi, h}isbah merupakan salah satu bentuk 

pengawasan bila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan. Orang yang 

menjalankan tugas itu disebut Muh}tasib atau wali al-h}isbah atau naz|ir fi’il- 

h}isbah. Biasanya seorang muh}tasib diambilkan dari kalangan yuris. Dia 

mempunyai kebebasan untuk memutuskan suatu perkara atas dasar ‘urf  

(kebiasaan).3 

Dasar hukum Wila>yah al-H}isbah tercantun dalam Al-Qur’an  Surat Ali 

Imran, ayat 104:4 

 هُمُ وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ خَيْرِالْ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنْكُمْ وَلْتَكُنْ
  )��� (الْمُفْلِحُونَ

  
Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah 
dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. 

 
Pada dasarnya h}isbah merupakan tugas setiap pribadi muslim. Akan 

tetapi kewajiban melakukan tugas mengajak orang berbuat baik dan 

mencegah orang berbuat munkar merupakan kewajiban kolektif umat 

Islam/wajib kifayah. Jika tugas ini dilaksanakan oleh sebagian orang, 

kewajiban bagi orang lain yang tidak melakukannya gugur. Namun bagi 

Muh}tasib, tugas ini merupakan kewajiban pribadi yang harus dijalankannya, 

sesuai dengan ketentuan pemerintah. Oleh sebab itu, orang yang secara 

                                                 
3 Mufid, Lembaga-Lembaga Politik, h. 63 
4 Depag RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, h. 79 
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sukarela melakukan tugas al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar tidak 

dinamakan muh}tasib, tetapi lebih dikenal dengan nama mutat}awwi’.5 

2. Latar Belakang Pembentukan Wila>yah al-H}isbah 

Kondisi peradilan pada masa Nabi Muhammad SAW sudah terlihat 

dengan adanya sahabat yang diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi qad}i, 

seperti Muadz Ibn Jabbal sebagai qad}i di Yaman, dan Umar Ibn al-Khat}t}ab di 

Madinah. Namun demikian, walaupun kewenangan untuk menyelesaikan 

persoalan diberikan kepada shahabat (qad}i), Akan tetapi, apabila terjadi 

ketidakpuasan terhadap putusan tersebut, boleh mengajukan keputusan 

kembali kepada Nabi SAW. Wila>yah al-H}isbah pada masa ini sebagai suatu 

lembaga belum terbentuk sebagai suatu lembaga, hanya praktek-praktek 

yang mengarah pada kewenangan h}isbah dilakukan sendiri oleh Nabi SAW, 

seperti ketika Nabi SAW berjalan-jalan di pasar Madinah dan melewati 

penjual makanan, kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam 

setumpukan gandum dan menemukan bagian gandum yang basah, Nabi SAW 

kemudian bersabda: “Bahwa barangsiapa yang menipu umatnya maka bukan 

termasuk umatnya”.6 

Setelah Nabi SAW wafat kewenangan sebagai pemimpin masyarakat 

(negara) digantikan oleh Abu Bakar, Umar Ibn al Khat}t}ab, Us|man Ibn Affan, 

                                                 
5 Ensiklopedi Islam, h. 33 
6 www.wikipedia.com. Iin solikin, Wilayah Hisbah dalam Tijauan Historis Pemerintahan 

Islam,  Majalah Ibda’, vol 3 | No. 1 | Jan-Jun 2005: P3M STAIN Purwokerto, h. 35, 12 Oktober 2009 
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dan Ali Ibn Ali T{alib. Secara umum kondisi peradilan pada masa ini tidak 

banyak mengalami perubahan. Hanya pada masa Umar Ibn al-Khat}t}ab dan 

Ali Ibn Abi T{alib diberikan bimbingan dan petunjuk kepada qad}i yang 

diangkat. Begitu juga dengan lembaga h}isbah, pada masa ini tidak banyak 

mengalami perubahan, artinya Muh}tasib dipegang sendiri oleh khalifah. 

Setelah Ali Ibn Abi T{alib wafat kekhalifahan digantikan oleh Hasan Ibn 

Ali Ibn Abi T{alib. Melihat kepada perdebatan dan kurangnya dukungan 

masyarakat terhadap kepemimpinannya, akhirnya ia serahkan kekhalifahan 

kepada Mu’awiyah Ibn Abi Sufyan, maka dimulailah masa imperium Daulah 

Umayyah dari 661 – 750 M.7 

Keberadaban peradilan pada masa Daulah Umayyah memiliki 

keistimewaan terpisah dengan kekuasaan pemerintah dengan adanya 

penentuan qad}i yang dipilih khalifah, dengan memiliki kewenangan memutus 

perkara kecuali dalam bidang hudud. Pelaksanaan peradilan itu sendiri 

sesungguhnya masih sama dengan peradilan pada masa Khalifah Al-Rasyidin. 

Wila>yah al-H}isbah (Muh}tasib) pada masa ini tidak melembaga dan diangkat 

oleh khalifah dan lembaga disebut Shahib al-Sauq. 

Dengan demikian, Wila>yah al-H}isbah pada periode ini sudah menjadi 

satu lembaga khusus dari lembaga peradilan yang ada dengan kewenangan 

                                                 
7 Ibid 
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mengatur dan mengontrol pasar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai 

dengan syariat Islam.  

Setelah Daulah Umayyah runtuh dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah 

dari kurun waktu 750 M – 1225 M (132 H – 656 H), umat Islam banyak 

mengalami kemajuan dalam segala bidang termasuk dalam lembaga 

peradilan, pada periode ini telah terjadi pemisahan kekuasaan, lembaga 

peradilan dikepalai oleh qad}i al-qud}ah yang berkedudukan di ibukota, dengan 

kewenangan mengawasi para qad}i yang berkedudukan di daerah kekuasaan 

Islam. Begitu juga dengan lembaga h}isbah sudah terlaksana dengan baik, 

lembaga ini berada di bawah lembaga peradilan dan berfungsi untuk 

memperkecil perkara-perkara yang harus diselesaikan oleh Wila>yah al-

Qad}a’.8 

3. Tujuan Wila>yah al-H}isbah 

Tujuan Islam terpenting adalah mewujudkan keadilan sosial yang 

terformulasi  dengan tindakan “menyeru kepada kebaikan dan mencegah 

kejahatan”  (al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munkar).  Namun, siapa 

saja yang menghendaki suatu tujuan, konsekwensinya harus mau 

melaksanakan cara-cara  untuk mencapai tujuan tersebut. 

Dalam hal ini Ibn Taimiyah (661 H/1263 M – 728 H/1328 M) 

menegaskan, ”Allah mewajibkan manusia untuk melakukan perintah berlaku 

                                                 
8 Ibid. h. 36 
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ma’ruf dan nahi munkar, keadilan, melaksanakan haji, melaksanakan shalat-

shalat jemaah, jujur, amamat, dan memerangi orang-orang yang zalim. 

Semuanya itu tidak akan terlaksana kecuali dengan kekuatan (kekuasaan) 

dan Ima>rah (kepemimpinan)”.9 Begitupula menurut pendapat al-Mawardi 

bahwa ima>m (khalifah) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran 

kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.10 

Ibnu khaldun menjelaskan bahwa imam (khalifah) memerintah rakyat 

sesuai aturan syara’, demi kebaikan akhirat mereka dan juga kebaikan dunia 

yang kembali pada kepentingan akhirat, sebab menurut syara’ persoalan-

persoalan dunia semua kembali kepada kepentingan akhirat. Imam (khalifah) 

pada hakikatnya adalah menggantikan pembuat syara’ (sabib asy-syara’) 

dalam menjaga agama dan politik dunia.11 

Dalam pandangan al-Gazali, Tujuan lembaga pemerintahan adalah 

lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari’at, 

mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan 

urusan agama.12 

Oleh karenanya, keberadaan negara sangat penting dalam rangka 

mengurus dan mengayomi masyarakat. Bahkan al-Mawardi berpendapat 

                                                 
9  Efrinaldi , Urgensi Pemerintahan Dalam Islam, Makalah, efrinaldi.com, 10 Oktober 2009 
10 Imam al-Mawardi, al-Ah}kam as-Sult}aniyyah, terjemahan Fadli Bahri, h. 1 
11 ‘Abd ar-Raziq, Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan, h. 4 
12 Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h. 261 
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bahwa Imamah adalah sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan 

penting dalam negara.13  

Menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya “Fiqh Siyasah 

Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”, bahwa tujuan pendirian negara tidak 

terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat islam, yaitu memperoleh 

kebahagian di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak 

mungkin dicapai hanya secara pribadi-pribadi saja, maka islam menekankan 

pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh tujuan 

tersebut.14  

Selanjutnya, Muhammad Iqbal mengutip pendapat Fazlur Rahman, 

yang secara sederhana merumuskan tujuan negara Islam adalah untuk 

mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara 

terlaksananya Undang-undang dan ketertiban serta membangun negara itu 

sehingga setiap warganya menyadari kemampuan masing-masing dan mau 

menyumbangkan kemampuannya itu demi terwujudnya kesejahteraan seluruh 

warga negara. 

Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa negara ataupun lembaga negara 

merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ajaran 

Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia. Di samping itu, negara  

                                                 
13 Nur Mufid, Lembaga-Lembaga Politik Islam Dalam Al-Ah}kam As-Sult>aniyyah Karya Al-

Mawardi, h. 50 
14 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 134 
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ataupun lembaga negara juga didirikan untuk melindungi manusia dari 

kesewenangan-kesewenangan satu orang atau golongan dan kekuasaan 

memaksa agar peraturan-peraturan yang diciptakannya dapat dipatuhi sejauh 

tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Namun demikian, negara  

ataupun lembaga negara sendiri bukanlah tujuan dalam Islam, melainkan 

hanyalah sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan kemaslahatan 

manusia.15  

Seperti halnya pendapat al-Mawardi bahwa H}isbah  bertujuan untuk  

“memerintah berbuat kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, 

dan melarang kemungkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemungkaran itu 

dikerjakan”.16 Oleh karena itu keberadaan negara dan lembaga negara amat 

penting dalam mengurus dan mengayomi masyarakat. 

Dalam perspektif fiqh siyasah, tujuan etis yang menjadikan dasar 

pendirian sebuah negara adalah penerapan syari’at Islam secara proporsional. 

Ini berarti bahwa kekuasaan pemerintah Islam diharapkan  mampu meliputi 

seluruh cara dan segi kehidupan, baik masyarakat maupun perseorangan, 

dengan aturan yang memenuhi tujuan etika keagamaan masyarakat Islam.  

Dengan demikian, jika nilai-nilai syari’ah sudah dilaksanakan, maka 

kesejahteraan universal duniawi dan ukhrawi akan dapat diraih.17 

                                                 
15 Iqbal, Fiqh Siyasah, h. 136 
16 Mufid, Lembaga-Lembaga Politik, h. 63 
17 Efrinaldi , Urgensi Pemerintahan 
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B. Kedudukan dan fungsi Wila>yah al-H}isbah 

1.  Kedudukan Wila>yah al-H}isbah 

H}isbah adalah suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang al-amr 

bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munkar. Tugas jni merupakan tugas fardhu 

yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Karenanya penguasa harus 

mengangkat untuk tugas ini orang-orang yang dipandang cakap.18 

Menurut al-Mawardi lembaga h}isbah mempunyai keterkaitan erat 

dengan masalah penegakan al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munkar. 

Dengan begitu bisa dikatakan bahwa h}isbah merupakan lembaga yang 

bertugas memerintahkan penegakan al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-

munkar ditengah-tengah masyarakat. 

Perintah penegakan al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munkar 

merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Akan tetapi, 

kewajiban tersebut bersifat kifayah. Artinya, jika salah seorang telah 

melaksanakanya, maka kewajiban orang lain untuk menunaikanya menjadi 

gugur. Meski demikian, jika ternyata tak ada seorangpun yang mampu 

menunaikanya, maka perintah tersebut menjadi wajib ’ain bagi pihak yang 

mampu melakukanya. Dan, pihak yang paling mampu untuk itu adalah 

mereka yang memegang kekuasaan dan kekuatan yaitu pemerintah. Itu 

sebabnya, pemerintah merupakan pihak yang paling berkewajiban dan 

                                                 
18 Asshiddiqie, Peradilan dan Hukum, h. 96 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



 28

berkepentingan dalam penegakan al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-

munkar.19 

Pada mulanya penegakan al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munkar 

dilakukan sendiri oleh nabi Muhammad SAW. Tugas ini beliau emban baik 

dalam kapasitasnya sebagai nabi maupun sebagai kepala negara islam. Dalam 

hal ini, nabi disebut sebagai muh}tasib pertama dalam sejarah islam. 

Selanjutnya ketika tugas-tugas pribadi beliau semakin bertambah, beliau 

menunjuk Sa’id ibn al-’Ash Ibn Umayah sebagai muh}tasib di Makkah dan 

umar ibn al-Khat}t}ab di Madinah.20 

Khalifah pertama dari empat khalifah rasyidah memegang sendiri tugas 

sebagai muh}tasib, meskipun terdapat sejumlah laporan yang menyebutkan 

tentang penunjukan seorang pejabat pasar oleh khalifah Umar ibn al-Khat}t}ab. 

Para gubernur profinsi selama masa ini bertindak sebagai muh}tasib atas nama 

khalifah. Suatu departemen h}isbah yang terpisah, dengan jabatan muh}tasib 

dipegang oleh staf yang berkualitas (dikenal sebagai ’arif dan amin), 

diperkenalkan oleh khalifah Abu Ja’far al-Manshur pada tahun 157 H. Ia 

menunjuk Abu Zakriyya Yahya ibn ’Abdullah sebagai muh}tasib. Dengan 

bertambah luasnya wilayah khalifah, kantor muh}tasib juga diperluas dan 

memegang sejumlah fungsi yang terus bertambah.21  

                                                 
19 Arskal Salim, Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, h. 114 
20 Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, h. xi 
21 Ibid. h. xi 
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2. Tugas dan Kewenangan Wila>yah al-H}isbah 

Tugas-tugas suatu negara dan pemerintahan dalam konsepsi Islam ada 

dua macam: pertama, berupa tugas-tugas yang hanya dimiliki secara khas 

oleh negara yang konstitusinya memuat acuan syari’ah. Tugas ini dirancang 

agar syari’ah terpelihara dan tujuan-tujuannya terlaksana apabila peraturan-

peraturannya ditaati. Misalnya, mengurus pelaksanaan salat jemaah, 

pendistribusian zakat, melaksanakan hudud, menegakkan keadilan (al-qad}a’), 

mengawasi pasar (h}isbah), menangani penyelewengan-penyelewengan di 

dalam timbangan, ukuran; kesusilaan dan kesopanan masyarakat, serta 

melaksanakan jihad untuk memberantas kemunkaran dan kezaliman yang 

meresahkan masyarakat. 

Kedua, tugas-tugas yang juga dimiliki pula oleh negara dan 

pemerintahan pada umumnya. Secara historis, ke dalam tugas-tugas ini 

tercakup tugas-tugas mengangkat Kepala Negara, Presiden, Menteri, 

Panglima, Hakim, dan lain sebagainya; tugas mengawasi dan mengatur 

lembaga-lembaga hukum; menyelenggarakan pendidikan dan administrasi 

pemerintahan; tugas di bidang perpajakan dan keuangan; dan tugas-tugas 

serta fungsi-fungsi lain yang dianggap perlu demi kepentingan dan 

kesejahteraan masyarakat.22 

                                                 
22 Ibid, h. xi 
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Tugas dari h}isbah adalah “memberi bantuan kepada orang-orang yang 

tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas 

h}isbah”. Tugas hakim adalah: “memutuskan perkara terhadap pertengkaran-

pertengkaran yang dikemukakan kepadanya dan mengharuskan orang yang 

kalah mengembalikan hak-hak orang yang menang”. Adapun muh}tasib 

tugasnya ialah: “mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan 

adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun”. Dan 

terkadang Muh}tasib ini memberikan putusan-putusan dalam hal-hal yang 

perlu segera diselesaikan.23 

Menurut al-Mawardi, ada beberapa persamaan dan perbedaan antara 

h}isbah dan maz}alim. Persamaan (kemiripan) antara keduanya meliputi dua 

aspek: pertama, keduanya sama-sama mengandalkan kewibawaan yang 

diwujudkan melalui kekuatan posisi dan kekerasan cara bertindaknya. Kedua, 

keduanya sama-sama boleh mengambil tindakan untuk alasan mencapai 

kemaslahatan masyarakat. 

Perbedaannya meliputi dua hal: maz}alim dibentuk untuk menangani 

hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh qad}i, sedangkan his}bah dibentuk 

untuk meringankan tanggung jawab petugas maz}alim. Karena itu, kedudukan 

maz}alim lebih tinggi dari pada his}bah. Petugas maz}alim boleh melimpahkan 

tugasnya kepada Hakim (qad}i) dan Muh}tasib, sementara qad}i tidak boleh 

                                                 
23 Asshiddiqie, Peradilan dan Hukum, h. 96 - 97 
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melimpahkan tugasnya kepada petugas maz}alim. Petugas maz}alim boleh 

melimpahkan tugasnya kepada Muh}tasib, sedangkan Muh}tasib tidak bisa 

melimpahkan tugasnya kepada salah satu dari keduanya. Petugas maz}alim 

bisa memberikan hukuman, sementara petugas h}isbah tidak boleh memberi 

hukuman.24 

Ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab lembaga h}isbah meliputi 

dua hal penting, yaitu menyeru berbuat kebaikan dan (al-amr bi al-ma’ruf) 

dan mencegah kejahatan (al-nahy ‘an al-munkar). Aspek pertama mencakup 

(1) hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Tuhan; (2) hal-hal yang berkaitan 

dengan hak individu; (3) hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Tuhan dan 

individu serta hubungan antara keduanya. 

Secara garis besar, yang berkaitan dengan hak-hak Tuhan (peribadatan) 

seruan Muh}tasib mencakup dua sasaran: pertama kepada jamaah seperti 

menyeru penyelenggaraan Jum’at jika terdapat 40 orang di suatu tempat, dan 

kedua kepada individu seperti menyeru melaksanakan salat pada waktunya.25 

Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak manusia ada dua macam: 

umum dan khusus. Yang bersifat umum mencakup misalnya, tindakan yang 

harus dilakukan muh}tasib jika sebuah daerah mengalami kekurangan air 

minum, kerusakan sarananya atau bila ada ibnu sabil (pengembara) yang 

melewati daerahnya. Muh}tasib memiliki kewajiban untuk membantu dengan 

                                                 
24 Mufid, Lembaga-Lembaga Politik,  h. 64 
25 Ibid. h. 65 
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mengambil dana dari bait al-ma>l. Jika keuangan negara tidak mencukupi 

maka dia sebaiknya menganjurkan kepada orang yang mampu untuk 

memberikan bantuannya. Sedangkan yang bersifat khusus, muh}tasib harus 

menganjurkan orang-orang untuk memenuhi tuntutan mereka yang berhak, 

seperti jika ada penundaan pembayaran utang.26 Sementara yang berkaitan 

dengan hak Tuhan dan manusia misalnya perwalian nikah untuk janda-janda 

jika ada permintaan. 

Aspek kedua, yaitu mencegah kemunkaran, meliputi tindakan 

pencegahan terhadap pelanggaran atau penyelewengan hukum peribadatan. 

Jika ada orang yang tidak mampu membayar zakat atau sedekah, misalnya 

muh}tasib memiliki kewenangan untuk memaksa orang tersebut 

melaksanakan kewajiban itu. Selain itu, Muh}tasib juga berkewajiban 

mencegah timbulnya pelanggaran moral, mencegah adanya pelanggaran hak 

seseorang oleh orang lain, dan mencegah tindakan-tindakan yang 

mengakhibatkan terganggunya ketertiban umum dan hilangnya ketentaraman 

baik antar tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat luas.27 

Selain itu, al-Mawardi menyatakan bahwa Muh}tasib juga bertanggung 

jawab melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi di pasar-pasar. 

Kegiatan produksi harus diawasi menyangkut soal aspek kuantitas, kejujuran 

dan kualitasnya. Muh}tasib harus mencegah adanya praktek-praktek yang 

                                                 
26 Ibid, h. 65 
27 Mawardi, al-Ah}kam, h. 412 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



 33

merugikan dalam kegiatan pasar. Pengawasan juga ditujukan untuk 

mencegah timbulnya pencurian. Menurut al-Mawardi Muh}tasib bisa memata-

matai kegiatan sosial ekonomi di pasar. Juga jika ada pedagang yang 

mempekerjakan perempuan, maka Muh}tasib harus mengecek dan 

menginspeksi perlakuan dan kejujuran pedagang tersebut.28 

Namun jika kita menganalisis tugas-tugas yang dimaksud, setidaknya 

ada tiga standar utama yang tampak menonjol, yaitu:29 

a. Muh}tasib memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa 

masyarakat secara keseluruhan memiliki fasilitas yang memadai untuk 

untuk menjalankan ibadah. Sarana prasarana masjid, penunjukan 

muadzin dan imam, menjadwalkan shalat lima waktu, shalat jum’at dan 

shalat Ied. 

b. Muh}tasib memantau penegakan keadilan di masyarakat. Ia berusaha 

menegakkan fair play dalam berbagai sektor ekonomi guna 

meminimalisir eksploitasi yang mungkin terjadi di dunia ekonomi. 

Sebagai konsekwensinya, kita akan menemukan daftar petunjuk yang 

panjang tentang hal ini yang mengatur pengawasan timbangan dan dan 

takaran, kadar metal suatu koin, dan kualitas produk-produk makanan. 

Disamping itu harus memantau adanya manipulasi harga, pasokan dan 

                                                 
28 Mufid, Lembaga-Lembaga Politik, h. 65-66 
29 Taimiyah, Tugas Negara, h. xvii 
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produksi, kolusi monopolistis, penipuan kecurangan, dan setiap bentuk 

ketidak-adilan antar sektor. 

c. Muhtsib memberikan perhatian yang khusus terhadap berbagai layanan 

umum khususnya kondisi kesehatan kota. Seperti penerangan jalan, 

pengelolaan sampah, sanksi anti polusi dan sebagainya. 

Secara tradisional, muh}tasib merasa terdorong untuk mengajak 

penguasa untuk mengadopsi perilaku yang ma’ruf dan menghentikan perilaku 

yang munkar. Hal ini didasarkan pada hadits nabi bahwa sebaik-baik jihat 

adalah mengatakan kebenaran dihadapan penguasa yang keji.30 

Al-Mawardi juga menyebutkan tugas Muh}tasib untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan pelayaran dengan mengingatkan para pemilik atau 

pengendara kapal (perahu) agar tidak ceroboh.31 

Namun demikian Wila>yah al-H}isbah  hanya bertugas mengawasi hal-

hal yang tampak (z}ahir) dan sudah ma’ruf di kalangan masyarakat. Yaitu 

perkara-perkara umum yang tidak ada perselisihan ulama tentang kewajiban 

melaksanakannya ataupun meninggalkannya, atau sering juga disebut 

perkara-perkara yang sudah menjadi ‘urf (adat) dalam keseharian masyarakat. 

Adapun perkara-perkara detail yang masih berupa was-was, dugaan, syak 

wasangka, dan memerlukan investigasi secara mendalam, pembuktian, 

kesaksian dan sumpah adalah bukan wewenang Wila>yah al-H}isbah, tetapi 

                                                 
30 Ibid. h. xxvii 
31 Mufid, Lembaga-Lembaga Politik, h. 66 
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menjadi wewenang lembaga lainnya yaitu Wila>yah al-Qad|}a’ atau Wila>yah al-

Maz}alim.32 

Hampir semua fungsi tradisional yang diemban oleh muh}tasib telah 

diambil alih oleh bermacam-macam departemen dalam negara zaman 

sekarang. Namun sayangnya standar miral yang tinggi dan semangat amar 

ma’ruf nahi munkar secara signifikan telah lenyap, yang mengakibatkan 

tingginya tingkat korupsi, penyelewengan publik dana, ketidak pedulian 

terhadap keadilan dan kejujuran dalam kontrak, dan individualisme egois.33  

Secara teknis, muh}tasib dapat menunjuk staf ahli yang mengawasi 

hubungan antar berbagai profesi dan perdagangan. Muhtsib menerima 

pengaduan namun dapat juga mengambil inisiatifnya sendiri. Ia memiliki 

kewenangan yang besar, namun ia harus menggunajkan secara hati-hati. Ada 

beberapa langkah yang dapat diambil muh}tasib. Langkah-langkah ini dapat 

berupa saran seperlunya, teguranm kecaman, pelurusan dengan paksa (taghyir 

bi al-yad), ancaman, penjara dan pengusiran dari kota. Aturan main bagi 

muh}tasib menjadi sistim pengawasan dan pengendali (check and balance).34 

Singkatnya, ide yang terkandung dalam fungsi lembaga h}isbah dan 

tanggung jawab Muh}tasib berkaitan dengan cita-cita dijalankannya ibadah 

agama sesuai dengan hukum, dan terwujudnya ketentraman dan ketertiban 

                                                 
32 Ekomarhaendy.multy.com, 12 Oktober 2009  
33 Taimiyah, Tugas Negara, h. xxviii 
34Ibid. h. xiv 
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umum, khususnya dalam kegiatan sosial-ekonomi, tranportasi dan sosial 

masyarakat, termasuk berkembangnya nilai-nilai kejujuran di kalangan 

pelaku ekonomi. Lebih jauh, dibentuknya h}isbah ialah untuk memperkecil 

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.35 

3. Syarat-syarat Muh}tasib 

Al-Mawardi memberikan syarat-syarat yang harus dimiliki Muh}tasib 

(petugas h}isbah) ialah ia harus orang merdeka, adil, mampu berpendapat, 

tajam dalam berpikir, kuat agamnya, dan mempunyai pengetahuan tentang 

kemungkaran-kemungkaran yang terlihat.36 

Dalam konsepsi Islam, syarat-syarat pokok bagi suatu jabatan publik  

tersebut, selain memiliki syarat moral dan intelektual, adalah kejujuran 

(amanah); kecakapan atau mempunyai otorisasi dalam mengelola 

pemerintahan dengan pengawasan-pengawasan dari kelompok 

pemerintahannya (quwwah); dan keadilan (‘adalah) sebagai manifestasi 

kesalehan.37 

                                                 
35 Mufid, Lembaga-Lembaga Politik, h. 66 
36 Mawardi, al-Ah}kam, hal. 399 
37 Efrinaldi , Urgensi Pemerintahan 
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BAB III 

KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL 

DALAM UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN 

NEGARA RI Jo PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NO. 17 TAHUN 2005 

 
A. Sekilas Tentang Komisi Kepolisian Nasional 

1. Latar Belakang Pembentukan Komisi Kepolisian Nasional 

Membahas mengenai Komisi Kepolisian Nasional yang dalam 

fungsinya membantu Presiden dalam mengawasi kinerja Kepolisian, maka 

terlebih dahulu harus mengetahui definisi dari Polisi ataupun Kepolisian? 

Dalam hal ini Sadjijono dalam bukunya hukum kepolisian (Polri dan good 

governance), memaknai bahwa ”polisi” adalah sebagai organ atau lembaga 

pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan ”kepolisian” sebagai organ 

dan fungsi.1  

Sebagai organ, yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan 

berstruktur dalam ketatanegaran yang oleh Undang-undang diberi tugas dan 

wewenang serta tanggung jawab. Sebagai fungsi yang menunjuk pada tugas 

dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang yaitu fungsi preventatif 

dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, 

pengayom dan pelayan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka 

                                                 
1  Sadijono, Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance), h. 53 
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penegakan hukum. Dikaitkan dengan ”tugas” intinya menunjuk pada tugas 

yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, 

ketertiban dan ketentraman dalam masyarat, yang pada giliranya dapat 

menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.2 

Eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia selama kurun waktu 

orde baru mengalami keterpurukan dan terkebiri kekuasanya oleh campur 

tangan lembaga yang terintergrasi dalam tubuh Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (ABRI). Tugas, fungsi dan wewenang (kekuasan) POLRI 

sebagai salah satu lembaga penegak hukum banyak di campuri dan 

diintervensi serta adanya kerancuan dalam penempatan dan pembagian 

wewenang yang menjadi kekuasaan dan tanggung jawab POLRI, sehingga 

dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya. 

Pembentukan Lembaga Kepolisian Nasional oleh Pemerintah 

merupakan salah satu upaya dalam mereformasi institusi Kepolisian. Selama 

kurun waktu rezim orde baru berkuasa kedudukan POLRI mengalami 

pembatasan yang ketat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai 

Kepolisian Negara dan banyak terkooptasi dengan tugas ABRI serta adanya 

lembaga diluar criminal justice system ikut campur tangan dalam penegakan 

hukum. Oleh karena itu Institusi Kepolisian dibawah komando 

                                                 
2 Ibid. h. 53 
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Menhankam/Pangab, maka kinerja (performance) POLRI cenderung 

mencerminkan jiwa dan sifat militeristik. Dengan demikian menimbulkan 

kesan POLRI menyimpang dari fungsinya sebagai pengayom, pelindung dan 

pelayanan masyarakat, bahkan jalur yang digunakan dalam melaksanakan 

tugas menggunakan komando yang mirip dengan pola-pola militer.3   

Gerakan reformasi di Indonesia pada Tahun 1998 telah menimbulkan di 

berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga 

dilingkungan Kepoliosian sesuai tuntutan masyarakat agar POLRI kembali  

kepada perannya sebagai penegak hukum, pelindung, pengayaom dan pelayan 

masyarakat.4 

Reformasi Kepolisian muncul sebagai agenda pokok demokratisasi dan 

demiliterisasi pada saat hari ABRI tanggal 5 oktober 1998 

Menhankam/Pengab Jendral Wiranto mengeluarkan bahwa POLRI akan di 

keluarkan dari ABRI. Akhirnya pada 1 April 1999 keluar instruksi Presiden 

No. 2 tahun 1999 tentang pemisahan POLRI dan TNI yang kemudian 

ditindaklanjuti pemisahan POLRI secara struktural dari ABRI.5 

Argument awal pemisahan itu adalah terjadinya penyimpangan dalam 

penggunaan kekuatan TNI dan POLRI semasa orde baru yang mengakibatkan 

hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kedua Institusi itu. Untuk itu 

                                                 
3 Zulkarnain dkk, Komisi Pengawas Penegak Hukum, h.118-119 
4 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian  (Profesionalisme dan Reformasi Polri), h. 224 
5 Zulkarnain dkk, Komisi Pengawas..., h. 119 
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Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 menegaskan beberapa 

hal, yakni6 

a. TNI adalah alat Negara yang melindungi, memelihara dan 

mempertahankan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia 

b. POLRI adalah alat Negara penegak hukum, pengayom dan pelindung 

masyarakat selaras dengan prinsip otonomi daerah 

c. Pemerintah harus menuntaskan aspek yang terkait dengan pemisahan 

TNI-POLRI secara berlanjut 

d. Pemerintah harus menentukan arah kebijakan pada peningkatan kualitas 

professional TNI dan POLRI 

Dari perkembangan diawal reformasi itulah kemudian dihasilkan dasar-

dasar pengaturan tentang POLRI pada khususnya, sektor keamanan pada 

umumnya, yaitu ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dan ketetapan MPR No. 

VII/MPR/2000. Secara khusus ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 

mengharuskan, pembentukan Lembaga Kepolisian Nasional untuk membantu 

Presiden di bidang Kepolisian Nasional. 

Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (kompolnas) merupakan salah 

satu bagian penting dari perkembangan mendasar yang dialami Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (POLRI), berdasarkan pasal 37 – pasal 40 UU No. 

2/2002 yang kemudian di tindak lanjuti dengan PERPRES No. 17/2005. 

                                                 
6 Ketetapan MPR No. IV/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 
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Ketentuan tentang Lembaga Kepolisian tersebut diperjelas dalam pasal 37 

ayat (2) dan pasal 39 ayat (3) UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (UU POLRI 2002), dan diwujudkan melalui Peraturan 

Presiden No. 17/2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional. UU POLRI 2002 

menyebut Lembaga tersebut dengan Komisi Kepolisian Nasional 

(kompolnas), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Kompolnas bertugas membantu Presiden mengenai arah kebijakan POLRI 

serta mengenai pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI.7 (pasal 37 UU 

No. 2/2002). 

2. Dasar Hukum Komisi Kepolisian Nasional 

Dalam hal ini penulis mengorganisir dalam penelitian ini dengan 3 

dasar hukum legal formal Komisi Kepolisian Nasional, sebagai berikut: 

a. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional 

Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

b. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

c. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian 

Nasional. 

3. Visi dan Misi Komisi Kepolisian Nasional 

a. Visi Kompolnas 

                                                 
7 Pasal 37 UU No. 2 #Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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Seperti halnya komisi-komisi negara lainya kompolnas juga 

memiliki visi yaitu: Kompolnas yang mampu memberikan pertimbangan 

efektif dan terpercaya kepada Presiden dalam rangka mewujudkan Polri 

yang profesional dan mandiri. 

b. Misi Kompolnas  

1) Memantapkan organisasi dan manajemen Kompolnas demi 

terwujudnya kinerja  yang optimal dan dinamis. 

2) Mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan 

anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana guna 

menunjang kinerja POLRI yang ideal. 

3) Memberikan saran dan pertimbangan secara tepat dalam rangka 

menetapkan arah kebijakan POLRI serta pengangkatan dan atau 

pemberhentian KaPOLRI. 

4) Menyelenggarakan tata cara penerimaan dan penanganan saran dan 

keluhan masyarakat untuk mewujudkan POLRI yang disegani 

masyarakat.8 

4. Tujuan Dan Sasaran Komisi Kepolisian Nasional 

a. Tersusunnya rumusan arah kebijakan POLRI kedepan yang meliputi 

antara lain saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan anggaran, 

sumber daya manusia, sarana prasarana, dan profesionalisme dan 

                                                 
8 Http://Kompolnas.Go.Id/Index.Php?Option=Com_Content&Task=View&Id=12&Itemid=27, 

Desember 2009 
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kemandirian POLRI.  

b. Terselenggaranya administrasi penerimaan dan penanganan saran dan 

keluhan masyarakat secara optimal dan dinamis termasuk penyampaian 

hasilnya kepada pengadu.  

c. Siapnya Kompolnas dalam memberikan pertimbangan dalam 

pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI.  

d. Mantapnya organisasi dan manajemen Kompolnas dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya.  

e. Mantapnya sekretariat Kompolnas dalam memberikan dukungan di 

bidang penyelenggaraan administrasi, anggaran, sumber daya manusia, 

dan sarana prasarana.9 

5. Kegiatan Tahunan 

a. Melakukan konsultasi publik dalam bentuk seminar, lokakarya, dan 

diskusi kelompok dengan berbagai kelompok masyarakat, organisasi 

pemerintah, sistim peradilan pidana dan berbagai pemangku kepentingan.  

b. Menyelenggarakan survey dan penelitian tentang pendapat publik dan 

anggota POLRI mengenai perpolisian dan kinerja POLRI.  

c. Melakukan pemantauan kinerja para calon KaPOLRI berdasar tolak ukur 

yang ditetapkan dan informasi dari berbagai sumber.  

d. Melakukan kunjungan kerja ke berbagai satuan POLRI di pusat dan 

                                                 
9 Http://www.jalur259.com/?mod=content&task=vwinfo&cid=8, 25 Desember 2009 
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wilayah dalam rangka pelaksanaan tugas Kompolnas.  

e. Menyelenggarakan administrasi saran dan keluhan masyarakat yang 

diterima, menindak lanjuti, memonitor, meminta penjelasan, dan 

menginformasikan hasil investigasi kepada pengadu.  

f. Melakukan rapat-rapat internal Kompolnas maupun dengan Polri untuk 

membahas kinerja POLRI, arah kebijakan POLRI, pertimbangan tentang 

pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI dan evaluasi terhadap saran 

dan keluhan yang diterima.  

g. Menyusun Rencana kerja tahunan dan laporan akuntabilitasi kinerja 

Kompolnas.  

h. Melakukan sosialisasi organisasi Kompolnas melalui diskusi interaktif di 

TV/Radio.  

i. Melakukan sosialisasi organisasi melalui penyebaran brosur tentang 

berbagai aspek Kompolnas ke berbagai lapisan masyarakat.  

j. Melakukan kerjasama dengan berbagai komisi sejenis baik di dalam 

maupun diluar negeri.10 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Ibid 
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B. Kedudukan dan Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Dalam UU No. 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara RI Jo Peraturan Presiden RI No 17 Tahun 2005 

1. Kedudukan Komisi Kepolisian Nasional 

Sebelum membahas mengenai kedudukan lembaga negara terlebih 

dahulu harus mengetahui istilah kedudukan suatu lembaga negara. Dalam hal 

ini Philipus M. Hadjon mengartikan bahwa kedudukan lembaga negara, 

pertama, sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga 

negara yang lain. kedua, posisi lembaga negara didasarkan pada fungsi 

utamanya.11 Dari pengertian ini, pengertian dapat ditekankan pada posisi dari 

suatu lembaga negara, baik itu dibandingkan dengan lembaga negara lain 

maupun didasarkan pada fungsi utamanya, namun dapat ditarik pemahaman 

bahwa kedudukan adalah suatu posisi dan apabila itu kedudukan suatu 

lembaga, maka diartikan posisi dari suatu lembaga. 

Titik Triwulan Tutik mengutip pendapatnya  philipus M. Hadjon 

bahwa dalam organisasi negara diatur mengenai bentuk negara dan sistem 

pemerintahan termasuk pembagian kekuasaan negara atau alat perlengkapan 

negara.12 Apa saja yang merupakan alat perlengkapan negara? Beliau 

mengutip pendapatnya C. F. Strong, bahwa dalam konstitusi diatur mengenai 

lembaga yang permanen (permanen institutions) yang mempunyai berbagai 

fungsi, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudisial. 

                                                 
11 Philipus M. Hadjon, Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, h. X 
12 Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesi Pasca Amandemen UUD 

1945, h. 205 
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Berkaitan dengan dengan alat perlengkapan negara, menurut beliau 

apabila dihubungkan dengan UUD1945 hasil amandemen, maka ditetapkan 

empat kekuasaan dan satu lembaga bantu dengan delapan lembaga negara 

sebagai berikut: Pertama, kekuasan legislatif, yaitu majelis permusyawaratan 

rakyat (MPR) yang tersusun atas: dewan perwakilan rakyat (DPR) dan dewan 

perwakilan daerah ( DPD); kedua, kekuasaan pemerintah negara (eksekutif), 

yaitu presiden dan wakil presiden; ketiga, kekuasaan kehakiman (yudisial), 

meliputi: mahkamah agung (MA) dan mahkamah konstitusi (MK); keempat, 

kekuasaan eksaminatif (inspektif), yaitu badan pemeriksa keuangan (BPK); 

kelima, lembaga negara bantu (the state auxiliara body), komisi yudisial 

(KY).13 

Beliau juga mengutip pendapatnya Asimof, bahwa komisi negara 

dibedakan dalam dua kategori. Yaitu Pertama, komisi negara independen, 

yakni organ negara (state organs) yang di idealkan independen dan karenanya 

berada diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudisial, kedua, 

komisi negara biasa yaitu komisi negara yang merupakan bagian dari cabang 

eksekutif.14 

Dari uraian diatas, jika dilihat dari fungsi Komisi Kepolisian Nasional 

sebagai mana dalam Bab VI Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun Peraturan Presiden No. 17 

                                                 
13 Ibid. h. 206 
14 Ibid. h. 211 
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Tahun 2005  Tentang Komisi Kepolisian Nasional maka Komisi Kepolisian 

Nasional merupakan komisi negara biasa yang merupakan cabang kekuasaan 

eksekutif  yang mana pembentukanya berdasarkan ketentuan Undang-undang 

akan tetapi penyelenggaraanya ditujukan untuk kepentingan presiden dalam 

menentukan arah kebijakan Lembaga Kepolisian. 

Komisi Kepolisian Nasional merupakan sebutan Lembaga Kepolisian 

Nasional yang eksistensinya bersamaan dengan keluarnya ketetepan MPR 

No. VII/MPR/2000 dan Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang, 

bahwa Komisi Kepolisian Nasional dibentuk melalui Keputusan Presiden. 

Pada tanggal 7 Februari 2005 presiden mengeluarkan peraturan 

presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2005 tentang komisi kepolisian 

nasional. Yang mana pada pasal 3 dan 4 mempertegas pasal 38 ayat (1) dan 

ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Pasal 3 mengatur mengenai tugas Komisi Kepolisian 

Nasional, kemudian pasal 4 mengatur mengenai wewenangnya.15 

Di dalam pasal 8 ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran 

Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia 

                                                 
15 Zulkarnain dkk, Komisi Pengawas, h. 144 
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merumuskan secara jelas bahwa eksistensi Lembaga Kepolisian Nasional 

yang substansinya, sebagai berikut:16 

Ayat (1): Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dibantu oleh Lembaga Kepolisian 
Nasional; 
Ayat (2): Lembaga Kepolisian Nasional di bentuk oleh Presiden yang 
diatur oleh Undang-undang; dan 
Ayat (3): Lembaga Kepolisian Nasional memberikan pertimbangan 
kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI. 

 

Pasal 37 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa 

Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan  di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden dan dibentuk dengan Keputusan Presiden pula. Oleh karena 

pembentukan Komisi Kepolisian Nasional atas keputusan Presiden dan 

bertugas sebagai pembantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan 

kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI, maka 

konsekwensinya adalah keanggotan Komisi Kepolisian Nasional di angkat 

dan diberhentikan oleh Presiden dengan surat keputusan Presiden. 

Jika dicermati dari tugas dan wewenang Komisi Kepolisian Nasional 

terlihat dengan jelas, bahwa pembentukan Komisi Kepolisian Nasional 

berdasarkan ketentuan Undang-undang, akan tetapi penyelenggaraannya 

                                                 
16 Ketetapan MPR, No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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ditujukan untuk kepentingan Presiden dalam menentukan arah kebijakan 

Lembaga Kepolisian. 

Secara emplisit Komisi Kepolisian Nasional berada diluar Lembaga 

Kepolisian dan berada diluar struktur organisasi, namun secara eksplisit 

sebagai pendamping dan memiliki peran pengawasan dalam penyelenggaraan 

kepolisian terutama kaitannya dengan menerima saran dan keluhan dari 

masyarakat mengenai kinerja Kepolisian.17 

Yang dimaksud dengan menentukan arah kebijakan adalah arah 

kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan presiden 

merupakan pedoman penyusunan teknis Kepolisian yang menjadi lingkup 

kewenangan POLRI. Kemudian mengenai saran dan keluhan adalah 

menyangkut penyalah gunaan wewenang , dugaan korupsi, pelayanan yang 

buruk, pelakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, dan 

masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan 

keluhanya.18 

2. Fungsi Komisi Kepolisian Nasional 

Merujuk pada pendapatnya Philiphus M. Hadjon bahwa fungsi 

merupakan suatu tugas dan atau wewenang, oleh karenanya dalam hal ini 

                                                 
17 Sadijono, Hukum Kepolisian, h. 343 
18 Penjelasan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 
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membahas komisi negara maka fungsi diartikan sebagai tugas dan wewenang 

dari komisi tersebut.19 

Komisi Kepolisian Nasional dibentuk untuk pertama, membantu 

Presiden dalam menetapkan arah kebijakan POLRI, yaitu membentuk POLRI 

yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang 

selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum 

yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi 

hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta 

mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang 

demokratis dan masyarakat yang sejahtera.20 

Kedua, memberi pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan 

dan pemberhentian KaPOLRI. Dalam hal ini Komisi Kepolisian Nasional 

memberikan masukan-masukan dan kriteria-kriteria kepada Presiden untuk 

menentukan calon KaPOLRI yang akan diajukan ke DPR yang kemudian 

mengadakan uji kelayakan dan memutuskan siapa calon yang layak 

memangku jabatan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 11 

Undang-undang No. 2 Tahun 2002. begitu juga Dalam hal pemberhentianpun 

juga demikian.21 

                                                 
19 Philiphus, Lembaga Tertingg, h. X 
20 http://www.polri.go.id/indexwide.php?op=profile&type=01, 25 Desember 2009 
21 http://www.hukumonline.com, 25 Desember 2009 
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Dalam pasal 11 ayat (6) disebutkan bahwa calon KaPOLRI adalah 

perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif 

dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir. Yang dimaksud 

dengan ”jenjang kepangkatan” ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang 

pangkat tertinggi dibawah KaPOLRI yang dapat dicalonkan sebagai kapolri. 

Sedangkan yang dimaksud dengan ”jenjang karir” ialah pengalaman 

penugasan dari pati calon KaPOLRI pada berbagai bidang profesi Kepolisian 

atau berbagai macam jabatan di Kepolisian 

Kemudian mengenai pemberhentian ada dua macam, yaitu:22 

a. Pemberhentian Dengan Hormat, yaitu apabila: mencapai batas usia 

pensiun,pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas, tidak memenuhi 

syarat jasmani dan/atau rohani, dan gugur, tewas, meninggal dunia atau 

hilang dalam tugas.   

b. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, yaitu apabila: melakukan tindak 

pidana, melakukan pelanggaran, meninggalkan tugas atau hal lain. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kompolnas diberikan wewenang 

untuk:23 

a. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran 
kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan sumber 
daya manusia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian 
Negara Republik Indonesia; 

                                                 
22 Bab II dan III Kepres No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 
23 Pasal 4 Kepres No. 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional 
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b. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya 
mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan 
mandiri; dan  

c. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja 
Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.  

 
Kewenangan-kewenangan ini masih terlalu sederhana bagi sebuah 

Komisi Nasional  yang bertugas membantu Presiden namun sebaliknya justru 

terlampau lemah bagi sebuah Komisi yang diharapkan menjalankan fungsi 

pengawasan terhadap POLRI. Kalau hanya menerima saran dan keluhan 

masyarakat mengenai kinerja Kepolisian untuk disampaikan kepada Presiden, 

hal ini cukup dilakukan oleh Kepolisian sendiri, tidak harus oleh sebuah 

Komisi Nasional.24  

Sebaliknya, efektifitas pengawasan terhadap POLRI juga diragukan 

jika Kompolnas hanya sebatas menampung keluhan-keluhan masyarakat 

mengenai penegakan hukum – tahap penyelidikan dan/atau penyidikan – 

tanpa memiliki kewenangan untuk memberi penilaian atas tindakan 

Kepolisian atau diskresi Kepolisian. Betapapun pentingnya kepatuhan 

terhadap norma agama, kesopanan, kesusilaan, maupun berbagai 

pertimbangan etik lainnya,  salah satu kunci bagi penilaian masyarakat atas 

kinerja POLRI adalah kemampuan POLRI menjalankan fungsi pelayanan dan 

penegakkan hukum secara adil konsisten dan konsekwen. 

                                                 
24 www.propatna.or.id propat@cbn.net.id, propatria.institute@gmail.com, 12 Oktober 2009 
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Penilaian tersebut harus diberikan dengan tidak menutup kesempatan 

bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang diketahuinya terkait dengan 

penyalahgunaan kewenangan atau bahkan korupsi yang dilakukan oleh 

anggota Kepolisian. Akses ini penting karena seringkali apa yang 

disampaikan kepada pihak Kepolisian menjadi tidak jelas penyelesaiannya. 

Hal ini terjadi karena sikap solidaritas yang cukup kental dalam lingkungan 

polisi yang cenderung melindungi sesama anggota Kepolisian. Sedangkan 

pada sisi lain, masyarakat sangat berharap bahwa komisi tersebut mempunyai 

kewajiban untuk tidak hanya menampung tetapi juga memproses dan bahkan 

pendorong untuk terjadinya penegakan hukum. 

Hal lain yang harus diperhatikan adalah bentuk atau efektivitas dari 

saran yang diberikan Kompolnas, yaitu hanya sebatas rekomendasi. Hal ini 

menjadi suatu kelemahan karena sifat dari sebuah rekomendasi tidak lebih 

dari pertimbangan dan saran tindak lanjut Kompolnas kepada pihak terkait. 

Sedangkan dalam rangka pengawasan dan pengembangan, saran Kompolnas 

hendaklah mempunyai suatu dampak tertentu pada kebijakan-kebijakan 

POLRI. Wewenang-wewenang yang terlalu sederhana ini perlu dijabarkan 

secara lebih rinci di dalam Perpres sehingga memerlukan pengembangan 

dalam rencana strategis atau program Kompolnas. Pengembangan fungsi 
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Kompolnas ini sebaiknya menjadi arah bagi pengembangan kelembagaan 

Kompolnas.25 

 

FUNGSI DAN KEWENANGAN KOMPOLNAS 

Tugas Arah kebijakan Cakupan 
Membantu presiden dalam 
menetapkan arah 
kebijakan kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia 

Tugas ini menjadikan 
kompolnas bersifat 
ministrial atau 
departemental (fungsi 
anggaran, kebijakan) 
 
Apabila alternative ini 
hendak ditempuh maka 
mengharuskan adanya 
penguatan lembaga 
atau kompolnas. 

Isu prioritas kompolnas: 
- SDM (recruitment) 

contoh: pendidikan 
- Pengendalian 

deskrepsi 
dioperasional-
secara yuridis, 
dapat diberlakukan 
namun hal ini 
tergantung dari 
pelaksana. Contoh: 
apakah koroptur 
harus ditahan? 
Masalah tilang? 

Semua kebijakan ini 
berada dalam 
kewenangan kapolri. 
Oleh karena itu 
dibutuhkan adanya  
garis batas yang jelas 
antara kebijakan umum 
dan kebijakan tehnis. 
Yang saat ini yang 
berlaku perumusan 
mengenai arah 
kebijakan dirumuskan 
oleh polri. 
Hal ini terjadi karena 
tidak ada pemilahan 
mengenai cakupan 
mana yang termasuk 
kebijakan umum dan 
kebijakan tehnis. Kedua 

                                                 
25 Ibid 
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



 55

belah pihak polri dan 
kompolnas juga tidak 
mengenai batasan 
kebijakan tersebut. 
Saran: 
Kompolnas seharusnya 
mencakup kebijakan 
makro sedangkan 
kapolri pada kebijakan 
operasional. Seperti 
dinegara lain, 
kompolnas seharusnya 
berfungsi sebagai 
penetralisir politik 
polri. Selain itu, 
kompolnas juga harus 
mempunyai akses 
kepejabat polri dalam 
membari saran   
 

Memberikan 
pertimbangan kepada 
Presiden dalam 
pengangkatan dan 
pemberhentian kepala 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 

Command  

Menerima saran dan 
keluhan dari masyarakat 
mengenai kinerja 
Kepolisian dan 
menyampaikannya kepada 
Presiden 

Menitik beratkan pada 
masalah operasional 
polisi (profesionalitas) 

 

• Ketiga tugas di atas memiliki kelemahan dalam arti bahwa ada dua tugas 
tapi dengan tiga kewenangan 

• Cakupan kebijakanpun tidak terdefinisikan secara rinci26. 
 

 
3. Struktur Komisi Kepolisian Nasional 

Susunan organisasi Komisi Kepolisian Nasional menurut PERPRES 

No.17 Tahun 2005 dibagi atas dua bagian, yakni susunan keanggotaan dan 

                                                 
26 Ibid 
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kesekretariatan Komisi Kepolisian Nasional. Keanggotaan Komisi 

Kepolisian Nasional berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur 

Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang yakni pejabat pemerintah setingkat 

menteri eks officio, yang terdiri dari Menteri Negara Koordinator Bidang 

Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; dan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia; Pakar Kepolisian sebanyak 3 orang,dalam artian 

seseorang yang ahli dibidang ilmu Kepolisian; dan Tokoh masyarakat 

sebanyak 3 (tiga) orang,yakni pimpinan informal yang telah terbukti 

menaruh perhatian terhadap kepolisian.27 Dengan susunan 1 (satu) orang 

ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, 1 

(satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 6 orang anggota.28 

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Kepolisian Nasional didukung 

oleh  kesekretariatan yang secara hierarkis berada di lingkungan Markas 

Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditetapkan oleh KaPOLRI. 

Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan 

diberhentikan oleh KaPOLRI. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala 

sekretariat  dijabat oleh Perwira Tinggi POLRI dan secara fungsional ia 

bertanggung jawab kepada Komisi Kepolisian Nasional dan bekerja guna 

mendukung kinerja dari Komisi Kepolisian Nasional.  

                                                 
27Penjelasan Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
28Pasal 39 (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 
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Dilihat dari sisi tata kelola pemerintahan yang baik, kondisi semacam 

ini masih tidak menggembirakan. Dari sisi komposisi keanggotaan, Komisi 

Kepolisian Nasional mencerminkan perpaduan antara unsur pemerintah dan 

masyarakat. Namun tiga orang wakil pemerintah dari sembilan orang 

anggota, mungkin terlalu banyak. Bila unsur pemerintah memang diperlukan, 

seharusnya diwakili oleh seorang saja, akan tetapi yang bersangkutan 

sebaiknya memiliki kewibawaan dalam bidangnya, serta mempunyai waktu 

dan perhatian terhadap kinerja Komisi Kepolisian Nasional. Sisanya dari 

unsur masyarakat yang memiliki komitmen kuat dalam hal waktu, dedikasi 

dan keterwakilan dalam masyarakat. Tidak seperti sekarang, proses 

seleksinya seolah-olah agak tergesa-gesa, akibatnya keanggotaan Komisi 

Kepolisian Nasional tidak banyak dikenal masyarakat, dan bahkan anggota 

POLRI sekalipun.29 

Hal ini menyebabkan komposisi yang ada sekarang, tidak atau belum 

menggambarkan keterwakilan yang mendukung peningkatan kinerja POLRI. 

Oleh karena itu keanggotaan Kompolnas seyogyanya mengakomodasi 

kalangan yang benar-benar peduli terhadap peningkatan kinerja POLRI 

seperti jaksa, hakim yang purna tugas, tokoh- tokoh masyarakat dan LSM. 

Dengan beragamnya komposisi ini, pada akhirnya diharapkan kinerja 

Kompolnas dapat berkontribusi pada peningkatan  pelayanan POLRI yang 

                                                 
29 www.propatia.or.id 
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sesuai dengan harapan-harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, apabila 

dikaitkan dengan kebutuhan kinerja dari pemolisian yang demokratis maka 

aspek kompetensi dari anggota Kompolnas lebih baik dikedepankan 

dibanding dengan aspek proposionalitas.30   

Berdasarkan PERPRES No.17/2005, struktur Kompolnas dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Ibid 

PRESIDEN

POLRI KOMPOLNAS 
o Ketua merangkap anggota: 

mentri Negara coordinator 
bidang politik hokum dan 
keamanan 

o Wakil ketua merangkap 
anggota; mentri dalam negeri  

o Sekretaris merangkap 
anggota:  

o Anggota: menhukham, 5 
orang (pakar kepoliksian dan 
tokoh masyarakat) 

Sekretariat  
Dijabat oleh Perwira aktif POLRI 

Devisi I :  
Menerima 

Devisi II :  
Kebijakan

Devisi III :  
Menerima 
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BAB IV 

TINJAUAN FIQH SIYA>SAH TERHADAP KEDUDUKAN DAN 

FUNGSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM UU NO. 2 

TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA RI Jo 

PERATURAN PRESIDEN NO. 17 TAHUN 2005 

 
 

A. Analisis Terhadap Kedudukan dan Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Dalam 

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI Jo Peraturan Presiden No. 

17 Tahun 2005  

1. Kedudukan Komisi Kepolisian Nasional 

Menurut hukum positif di Indonesia minimal ada tiga instrumen hukum 

yang mengatur kedudukan Komisi Kepolisian Nasional, yakni Ketetapan 

MPR RI No. VII/MPR/2000, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 

Tentang Komisi Kepolisian Nasional. 

Dalam pasal 8 Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 Tentang Peran 

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah disebutkan bahwa Lembaga 

Kepolisian Nasional adalah: Pertama; sebagai pembantu presiden dalam 

menetapkan arah kebijakan POLRI, kedua; Lembaga Kepolisian Nasional 

dibentuk oleh presiden yang diatur dengan Undang-undang, dan ketiga;  
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Lembaga Kepolisian Nasional memberikan pertimbangan kepada Presiden 

dalam pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI.1 

Pasal 37 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia menyebutkan bahwa, Lembaga Kepolisian Nasional yang 

kemudian  disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk dengan 

Keputusan Presiden. 

Kemudian dalam rangka pelaksanaan pasal 37 ayat (2) dan pasal 39 

ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, maka pada tanggal 7 Februari 2005 ditetapkanlah 

Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional. 

Dalam hal ini terdapat VI bab yang masing-masing bab substansinya adalah; 

bab I mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, dan wewenangnya, 

bab II mengatur tentang susunan organisasi, bab III mengatur tentang 

pengangkatan dan pemberhentian, bab IV mengatur tentang tata kerja, bab V 

mengatur tentang pembiayaanya, dan bab VI tentang ketentuan penutup. 

Sebagaimana dalam pasal 37 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Komisi Kepolisian 

Nasional dibentuk oleh Presiden, maka sebagai konsekuensi logis 

keanggotaanyapun diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan surat 

                                                 
1 Pasal 8 tap MPR RI No. VII/MPR/2000 
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Keputusan Presiden , termasuk susunan organisasi dan tata kerja komisi. 

Sedangkan untuk pembiayaanya dibebankan pada anggaran pendapatan 

belanja Negara (APBN).  

Dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa Komisi Kepolisian 

Nasional merupakan komisi negara eksekutif yang mana pembentukanya 

berdasarkan Undang-undang akan tetapi penyelenggaraanya ditujukan untuk 

kepentingan Presiden dalam menentukan arah kebijakan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

2. Fungsi Komisi Kepolisian Nasional 

Menurut pasal 38 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional bertugas 

sebagai pembantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian 

Negaa Republik Indonesia dan memberi pertimbangan kepada Presiden 

dalam pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI.2 

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Kepolisian Nasional berwenang, 

pertama; mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian 

saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Kedua; memberikan saran dan pertimbangan lain 

                                                 
2 Pasal 38 undang-undang No. 2 Tahun 2002, ibid 
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kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang profesional dan mandiri, dan ketiga; menerima saran dan 

keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan menyampaikanya kepada Presiden. 

Mencermati tugas dan kewenanganya sebagaimana tersebut di atas, 

seolah-olah pembentukan Komisi Kepolisian Nasional hanya ditujukan untuk 

kepentingan Presiden  dalam menentukan arah kebijakan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Fungsi pengawasan oleh Komisi Kepolisian Nasional 

terbatas hanya sebagai bahan laporan kepada Presiden dan tidak berwenang 

untuk merekomendasi kepada organisasi Kepolisian seperti halnya komisi-

komisi nasional lainnya. 

Dalam menerima saran dan keluhan dari masyarakat yang berkenaan 

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian melaporkan 

kepada Presiden  juga sangat terbatas karena tidak ada kewenangan untuk 

merekomendasi. Dengan kewenangan yang terbatas ini Komisi Kepolisian 

Nasional masih sulit diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap 

kinerja dan perilaku Kepolisian Negara Republik Indonesia. Padahal, Komisi 

Kepolisian Nasional diharapkan dapat mengawasi, mengontrol, 

merekomendasikan sanksi, dan mengubah citra buruk Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 
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B. Analisis fiqh siya>sah Terhadap Kedudukan Dan Fungsi Komisi Kepolisian 

Nasional dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI Jo. 

Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2005 

Menurut kajian Fiqh Siya>sah keberadaan lembaga pengawas sangatlah 

penting, hal ini merujuk pada al-Qur’an yang secara implisit mengamanatkan 

adanya lembaga pengawasan, yaitu surat Ali Imron ayat 104 yang berbunyi:3 

 هُمُ وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرِ عَنِ نَوَيَنْهَوْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنْكُمْ وَلْتَكُنْ
  )��� (الْمُفْلِحُونَ

 
Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah 
dari yang munkar, merekalah orang- orang yang beruntung”. 

 

Disini menunjukkan arti pentingnya sebuah lembaga pengawasan, dalam 

bahasa al- Qur’an “segolonan umat” yang menjalankan fungsi pengawasan yaitu 

al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munkar, meskipun al-Qur’an tidak 

menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana bentuk dari lembaga tersebut. 

Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan umatnya untuk menegakkan   

al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munkar, sebagaimana sabda beliau yang 

diriwayatkan muslim yang artinya “ barang siapa dari kalian melihat kemunkaran 

maka cegahlah dengan tangan (kekuasan), jika tidak mampu maka cegahlah 

dengan lisan, jika tidak mampu maka cegahlah dengan hati, dan itu merupakan 

lemahnya iman”. 

                                                 
3 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 79 
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Ibnu Taimiyyah juga menyatakan bahwa pengangkatan penguasa adalah 

untuk  al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munkar. Karena kemaslahatan 

hamba tidak mungkin  tercapai kecuali dengan al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy 

‘an al-munkar. Juga karena kemaslahatan kehidupan dan hamba itu harus dengan 

taat kepada Allah dan Rosul-Nya. Dan itu hanya dapat tercapai dengan 

menegakkan al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munkar, oleh karenanya, 

dalam Islam seorang pemimpin wajib membentuk suatu lembaga yang 

menangani al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munkar. 

Begitu pula menurut al-Mawardi bahwa imam (khalifah) itu diproyeksikan 

untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia 

(al-ima>mah mawd}uatun li khila>fati an-nubuwwah fi hirasa al-din wa siya>sah al-

dunya). 

Dengan memperhatikan dalil-dalil dan pendapat-pendapat diatas, serta 

ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI Jo 

Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005. Pada dasarnya  Pembentukan Komisi 

Kepolisian Nasional tidaklah bertentangan dengan Fiqh Siya>sah karena secara 

umum memiliki tujuan yang sama, yakni al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-

munkar  dan untuk kemaslahatan rakyat. 

Dalam kajian Fiqh Siya>sah lembaga yang melaksanakan tugas al-amr bi al-

ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munkar dikenal dengan Wila>yat al- H{isbah yang 

menjalankan fungsi pengawasan jika terjadi penyelewengan-penyelewengan oleh 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



 65

pejabat maupun pelamggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat secara 

umum. Dan wila>yah al- H}>isbah merupakan bagian dari lembaga peradilan Islam. 

Secara umum tugas Wila>yah al- H{isbah menurut al-Mawardi adalah 

“memerintah berbuat kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan 

melarang kemunkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemunkaran itu dikerjakan”. 

Karena itu menurut al-Mawardi, H{isbah merupakan salah satu bentuk 

pangawasan bila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan. Tugas dari 

Wila>yah al- H{isbah adalah “memberi bantuan kepada orang-orang  yang tidak 

dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas H{isbah”. 

Sedangkan muh}tasib bertugas mengawasi berlaku tidaknya Undang-undang 

umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun. 

Komisi Kepolisian Nasional merupakan Komisi Negara Eksekutif yang 

mana dibentuk untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberi pertimbangan kepada 

Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI.4 

Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk mengumpulkan dan 

menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang 

berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 

pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

                                                 
4 KEPRES No. 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional 
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Komisi Kepolisian Nasional juga berwenang memberikan saran dan 

pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang professional dan mandiri serta berwenang menerima 

saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan 

menyampaikanya kepada Presiden. 

Yang dimaksud dengan keluhan adalah menyangkut penyalah gunaan 

wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan 

penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi 

mengenai penanganan keluhanya. 

Dengan demikian, menurut penulis apabila melihat kedudukan dan fungsi 

yang dijalankan oleh Komisi Kepolisian Nasional sarat dengan pengawasan yang 

dijalankan oleh Wila>yah al- H{isbah. Dengan kata lain Komisi Kepolisian 

Nasional mengambil prinsip-prinsip dari lembaga pengawasan dalam Islam. 

Secara posisi kelembagaan, Komisi Kepolisian Nasional  sebagai Komisi 

Negara yang berada dalam kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif), memiliki 

kemiripan dengan Wila>yah al- H{isbah yaitu sebagai lembaga peradilan yang juga 

dalam kekuasaan Khalifah. Hanya saja Komisi Kepolisian Nasional merupakan 

Komisi Negara di Indonesia sedangkan Wila>yah al- H{isbah berada dalam 

lembaga peradilan Islam. 

Secara fungsi, Komisi Kepolisian Nasional juga memiliki kemiripan 

dengan Wila>yah al-H{isbah. Yakni  sama-sama bertugas untuk menyeru kepada 
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kebaikan, kemudian dari segi kewenangan Komisi Kepolisian Nasional 

berwenang menerima laporan dari masyarakat atas dugaan penyalah gunaan 

wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan yang diskriminatif, 

penggunaan diskresi yang keliru, dan kemudian menyampaikanya kepada 

Presiden untuk ditindak lanjuti. Sedangkan Wila>yah al- H{isbah adalah muh}tasib 

menerima pengaduan dari masyarakat atas pelanggaran terhadap suatu peraturan 

kemudian memberikan sanksi ta’zi>r (sanksi disiplin). Keduanya juga memiliki 

tugas dan wewenang yang sama untuk berinisiatif sendiri melakukan 

pengawasan atas suatu pelanggaran terhadap peraturan yang berada dalam 

kompetensinya. 

Singkatnya, menurut penulis bahwa dibentuknya Komisi Kepolisian 

Nasional adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

pengawasan dalam Fiqh Siya>sah. Yakni prinsip al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy 

‘an al-munkar untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan untuk 

memperkecil terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti fungsi 

yang dimiliki oleh Wila>yah al- H{isbah dalam ketatanegaraan Islam.  
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BAB V 

PENUTUP 
 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang di paparkan pada Bab-bab sebelumnya, dalam 

penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas 

permasalahan yang sudah dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdirinya Komisi Kepolisian Nasional dilatar belakangi adanya tuntutan 

dari masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good 

governance). Serta untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak 

anggota masyarakat dari aparatur negara khususnya POLRI yang tidak sesuai 

dengan kewajiban hukumnya. 

2. Kedudukan Komisi Kepolisian Nasional menurut UU No. 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Presiden No. 17 

Tahun 2005 adalah sebagai Komisi Negara Eksekutif yang mana berfungsi 

membantu Presiden dalam melakukan pengawasan terhadap Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, yakni menentukan arah kebijakan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dan memberi pertimbangan kepada Presiden 

dalam pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI. Komisi Kepolisian 

Nasional juga memiliki wewenang untuk mengumpulkan dan menganalisis 
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data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden  yang berkaitan dengan 

anggaran Kepolisian Negara RI, pengembangan sumberdaya manusia 

Kepolisian Negara RI, dan memberikan saran dan pertimbangan lain dalam 

upaya mewujudkan Kepolisian Negara RI yang professional dan mandiri, 

serta menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja 

Kepolisian Negara RI dan kemudian menyampaikanya kepada Presiden. 

3. Secara posisi kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional memiliki kemiripan 

denganWila>yah al-H{isbah yakni Komisi Kepolisian Nasional merupakan 

komisi negara dalam kekuasaan pemerintahan (eksekutif), sedangkan 

Wila>yah al-H{isbah merupakan lembaga peradilan yang juga dalam kekuasaan 

Khalifah. Kemudian dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional juga sesuai 

dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Fiqh Siya>sah. Yakni al-

amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munkar untuk mewujudkan ketentraman 

dan ketertiban umum dan memperkecil terjadinya pelanggaran-pelanggaran 

terhadap hak asasi manusia, seperti fungsi yang dimiliki Wila>yah al- H}isbah. 

 
B. Saran 

Dari temuan-temuan tentang kedudukan Komisi Kepolisian Nasional dan 

setelah dianalisis, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu: 

1. Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional menurut UU No. 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Presiden No. 17 
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Tahun 2005 hendaknya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

sehingga semakin kuat landasan hukumnya. 

2. Sesegera mungkin membentuk Komisi Kepolisian Nasional daerah merata di 

seluruh wilayah Indonesia, agar masyarakat dapat mudah dan cepat 

melakukan pengaduan. 

3. Sebagai pengawas Kepolisian hendaknya Komisi Kepolisian Nasional diberi 

kewenangan yang lebih, seperti halnya berwenang melakukan investigasi 

terhadap semua kasus yang berhubungan dengan Kepolisian Negara RI 

sebagaimana fungsinya membantu Presiden dalam menetapkan arah 

kebijakan Kepolisian Negara RI. 
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